
 

 
 
 
 
 

 
GUBERNUR SULAWESI BARAT 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 
          NOMOR    13   TAHUN 201820152 

TENTANG    

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBENUR SULAWESI BARAT, 
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjabarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; 

  b. bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan lima 
tahun kedepan disusun dalam suatu dokumen Rencana 
Strategis (RENSTRA) yang akan menjadi dasar bagi 
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap 
tahunnya;  

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah/Gubernur 
setelah RPJMD ditetapkan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat 
Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4422); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 

  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

SALINAN 



 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata 
Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 5); 

  12. 

 

 

13. 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1); 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 
Nomor 8 Tahun 2017); 



 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI SULAWESI BARAT 
TAHUN 2017-2022. 
 

 
Pasal 1 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 
2017-2022 yang selanjutnya disingkat RENSTRA PD Provinsi Sulawesi  Barat 
Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) 
tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 

 

Pasal 2 

Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyusunan Program 
dan kegiatan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 
 

Pasal 3 

Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan 
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib 
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap 
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif 
dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing 
Badan/Dinas/Biro memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 
2017-2022 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masing-
masing Badan/Dinas/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 
 

Pasal 4 

(1) RENSTRA Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-
2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 8 (Delapan) Bab, yaitu: 

 
a. BAB I Pendahuluan; 

 

 
b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; 

c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; 

d. BAB IV Tujuan dan Sasaran; 

e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan; 

f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan; 

 g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; 

h. BAB VIII Penutup; 
 
 



 

Ditetapkan diMamuju 
pada tanggal 22 Mei 2018 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 
                                   ttd 
 
 

     H. M. ALI BAAL MASDAR 

(2) Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 
 

Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 13 

 
Diundangkan di Mamuju 
pada tanggal   22 Mei 2018 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SULAWESI BARAT, 

                           

                   ttd 
 

 H. ISMAIL ZAINUDDIN 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
 Mamuju, 23 Mei  2018 

 Plh. KEPALA BIRO HUKUM, 
  
 
 

 
YUSTINUS, SH, S. Pd, M.Si 
Pangkat : Pembina Tk. I 
NIP.  : 19621224 198303 1 007 

 

 

 

 
 


